Pd 07-2016-B

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 19/SEM/2016
Tanggal : 11 Oktober 2016

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan
metode dinamis

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT




KepadaYth.:

MENTER| PEKERJAAN UBUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

2. Para

Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Marga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

SURAT EDARAN
NOMOR: 19 /SE/M/2016

TENTANG
PEMBERLAKUAN 10 (SEPULUH) PEDOMAN
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

A, Umum

Dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur PUPR, perlu
memberlakukan 10 (sepuluh) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan
dengan Surat Edaran sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan
bidang jalan dan jembatan, sebagai berikut: :

L.

10.

Pedoman penentuan Indeks Kondisi Perkerasan {(IKP) (Pd 01 - 2016 -
Bj

Pedoman pemeliharaan Jjalan kerikil (Pd 02 - 2016 ~ B)

Pedoman metode uji  lendutan menggunakan Light Weight
Deflectometer (LWD) (Pd 03 - 2015 - B)
Pedoman penambalan penuh perkerasan beton bersambung tanpa
tulangan (Pd 04 - 2016 - B) ' o
Pedoinan ‘pengelolaan hngkungan kerja di lokasi Asphalt Mixing
Plant (AMP) (Pd 05 - 2016 - B) '
Pedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan metode
statis (Pd 06 - 2016 - B) o
Pedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan metode
dinamis (Pd 07 - 2016 ~ B) :'
Pedoman perencanaan manajemen  risiko  pada kegiatan
pembangunan terowongan (P4 08 - 2016 - B) S
Pedoman sistem pengambilan  keputusan untuk pemilihan
terowongan jalan atau galian lereng tinggi (Pd 09 - 2016 - B)
Pedoman survei dan pemetaan dalam pembangunan jalan (Pd 10 -
2016 - B)




B. Dasar Pembentukan

L. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumshan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 JPRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012
tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang
Jalan;

- Maksud dan Tujuaan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Para Pejabat Eselon I
dan Eselon II di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
perancang, perencana dan pelaksana dalam:

1. Penentuan Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) sehingga program
pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan serta prioritas
penanganan kerusakan perkerasan sesuai dengan kondisi kinerja
perkerasan eksisting;

2. Pemeliharaan jalan kerikil agar dapat dilewati dengan nyaman pada

Kecepatan 70 km/jam;

3. Pengukuran lendutan dengan alat Light Weight Deflectometer {(LWD)

yang diperoleh dapat digunakan untuk perancangan tebal
perkerasan jalan serta evaluasi kekuatan struktural lapisan
perkerasan;

4. Penambalan penuh sebagai tindakan untuk memperbaiki berbagai

kerusakan pelat beton seperti retak melintang, retak memarjang,
kehancuran sudut (corner break), ledakan (biowup), gompal,
kerusakan di dekat tambalan lama, dan kerusakan tambalan lama;




5. Pengelolaa"érl lingkungan kerja di lokasi AMP dalam penyeienggaraan;.
jalan  yang bertujuan  untuk mencegah, mengurangi,  dan
menanggulangi dampak negatif serta menjaga kualitas fungsi
lingkungan hidup;

6. Pengumpulan data berat sumbu kendaraan dengan metode statis;

7. Pengumpulan data berat sumbuy kendaraan dengan metode dinamis;

8. Pembangunan terowongan jalan untuk mendapatkan informasi
risiko-risiko yang akan dihadapi dan tindakan-tindakan yang dapat
dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut:

9. Penentuan pilihan antara konstruksi terowongan jalan atau galian
lereng tinggi pada Jalan baru dengan topografi pegunungan agar
lebih sistematis, komprehensif, konsisten dan realistis;

10. Kegiatan survei dan pemetaan untuk pekerjaan pembangunan jalan
dan jembatan,

- Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran inj meliputi pemberlakuan Pedoman
sebagai berikut;

1.

Pedoman penentuan Indeks Kondi_si Perkerasan (IKP) (Pd 01 - 2016 —
B)

Pedoman inj menetapkan penentuan Indeks Kondisi Perkerasan
{IKP} ruas jalan yang terdiri atas perkerasan beton aspal dan
perkerasan kaku melalui survej vistal dan prosedur survei kondisi
perkerasan di lapangan. - -

Pedoman pemeliharaan Jjalan kerikil (Pd 02 - 2016 — B}

Pedoman ini menetapkan menetapkan persyaratan bahan, metode,
ketentuan tingkat kepentingan penanganan dan jenis pemeliharaan
permukaan jalan kerikil

Pedoman metode uji  lendutan menggunakan Light Weight
Deflectometer (LWD) (Pd 03 - 2016 — B

Pedoman ini meliputi pengukuran lendutan pada permukaan
perkerasan dan juga pada perkerasan tanpa penutup menggunakan
alat Light Weight Deflectometer (LWD). Alat LWD inj sering juga
disebut sebagai alat Portable Falling Weight Deflectometer (PEWD).
Lendutan yang diukur dengan alat LWD bisa digunakan untuk
menghitung modulus elastisitas dari lapisan perkerasan dengan

.‘.menggunakan_teknik:teknik..perhitunganbaiik. T —
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4. Pedoman penambalan penuh perkerasan beton bersambun

g tanpa -
tulangan (Pd 04 - 2016 - B) e

Pedoman ini menetapkan ketentuan bahan dan prosedur

penambalan penuh perkerasan beton bersambung tanpa tulangan
yang meliputi pembongkaran, penggantian dan pengendalian mutu.
Pada pedoman ini diuraikan mengenai pemilihan lokasi dan batas-
batas perbaikan, pemilihan bahan perbaikan, pemulihan transfer
beban, dan pénentuan kapan perkerasan dapat dibuka untuk lalu
lintas.

Pedoman pengelolaan hingkungan kerja di lokasi Asphalt Mixing Plant
(AMP) (Pd 05 - 2016 - B) '

Pedoman ini menetapkan ketentuan mengenal  pengelolaan
linglktungan kerja di lokasi AMF meliputi lingkungan kantor,
lingkungan laboratorium, dan lingkungan produksi AMP.

Pedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan metode
statis (Pd 06 - 2016 - B)

Pedoman ini menetapkan ketentusn dan prosedur penimbangan
berat sumbu kendaraan dengan metode statis yang meliputi kriteria
lokasi penimbangan, kriteria peralatan dan personil serta prosedur
keamanan, keselamatan dan prosedur keadaan darurat. Dalam
pedoman ini tidak menyertakan metode penimbangan statis
jembatan timbang,

Fedoman survei pengukuran berat sumbu kendaraan dengan metode
dinamis {Pd 07 -2016 - B) - )

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur survei berat
sumbu kendaraan dengan metode dinamis yang msliputi kriteria
lokasi penimbangan, peralatan, personil, keamanan, keselamatan,
dan prosedur keadaan darurat. Pedoman survei berat sumbu
kendaraan dengan metode dinamis berdasarkan penimbangan
kendaraan truk menggunakan peralatan dan sensor penimbang
sumbu kendaraan baik secara menerus maupun sesaat,

Pedoman  perencanaan manajemen  risiko  pada kegiatan
pembangunan terowongan (Pd 08 - 2016 - B)

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur perencanaan
manajemen risiko pada kegiatan pembangunan terowongan jalan,
yang meliputi penilaian risiko, pengendalian risiko serta koinunikasi
dan konsultasi. Kegiatan manajemen risiko yang dibahas pada:
pedoman ini adalah manajemen risike pada tahap perencanaan,
selama masa proses pengadaan dan tahap konstruksi terowongan
jalan. '




